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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Memasuki era globalisasi, kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana 

transportasi menjadi sangat penting dalam mendukung seluruh aktivitas sehari-hari. 

Namun, tidak semua masyarakat mampu untuk membeli kendaraan bermotor secara 

kontan. Keterbatasan finansial selalu menjadi penghambat seseorang untuk 

memiliki kendaraan bermotor tersebut karena tingginya harga kendaraan yang 

harus dibayar. Keadaan ini dapat ditanggulangi melalui perjanjian pembiayaan 

konsumen dengan fidusia. 

Selain bank, dewasa ini banyak tumbuh berkembang lembaga pembiayaan. 

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha dibidang lembaga keuangan 

non bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan dan 

pengelolaan salah satu sumber dan pembangunan Indonesia.1 Menyediakan jasa 

kepada konsumen dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada 

pemasok (supplier). Antara perusahaan pembiayaan dan konsumen harus ada lebih 

dahulu perjanjian pembiayaan.  

Lembaga pembiayaan merupakan alternatif pembiayaan di luar perbankan 

yang lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat bisnis.2 Termasuk 

 
1Ariyanto Ariyanto, Raffles Raffles, and Rosmidah Rosmidah, “Pengalihan Objek Jaminan 

Fidusia Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen,” Zaaken: Journal of Civil and 

Business Law 1, No. 3, 2020, hlm. 453, https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i3.10055. 
2Khotibul Umam, Hukum Lembaga Pembiayaan: Hak Dan Kewajiban Nasabah Pengguna 

Jasa Lembaga Pembiayaan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 2. 
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dalam lembaga pembiayaan, yaitu Perusahaan Pembiayaaan, Perusahaan Modal 

Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.3 Dalam konteks ini, konsumen 

dan lembaga pembiayaan terikat dalam hubungan kontraktual, yang dibuktikan 

dengan adanya kontrak atau perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah 

pihak. Kontrak tersebut mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta 

sanksi untuk pihak yang melakukan wanprestasi. Pengetahuan tentang hal ini 

penting bagi siapapun yang ingin menggunakan layanan dari lembaga-lembaga 

tersebut. 

Pelngelrtian hukum melngelnai pelrjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab 

Undang–Undang Hukum Pelrdata “Suatu Pelrjanjian adalah suatu pelrbuatan delngan 

mana satu olrang atau lelbih melngikatkan dirinya telrhadap satu olrang lain atau 

lelbih”. Seldangkan melnurut Sudiknol, pelrjanjian melrupakan satu hubungan hukum 

yang didasarkan atas kata selpakat untuk melnimbulkan akibat hukum. Hubungan 

hukum telrselbut telrjadi antara subyelk hukum yang satu delngan subyelk hukum yang 

lain, dimana subyelk hukum yang satu belrhak atas prelstasi dan belgitu juga subyelk 

hukum yang lain belrkelwajiban untuk mellaksanakan prelstasinya selsuai delngan yang 

tellah diselpakati.4 

Pelrjanjian yang tellah ada dan para pihak harus melmelnuhi syarat-syarat agar 

sah pelrjanjian telrmuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang–Undang Hukum Pelrdata, 

yaitu: 

1. Kelselpakatan melrelka yang melngikatkan dirinya 

 
3Ibid.  
4Soerjono, Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2018, hlm. 28 
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2. Kelcakapan untuk melmbuat suatu pelrikatan 

3. Suatu polkolk pelrsolalan telrtelntu 

4. Suatu selbab yang halal. 

Salah satu yang dapat dijadikan pelgangan dalam suatu pelrjanjian dalam Pasal 

1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pelrdata, yang melnyatakan bahwa 

“selmua kolntrak (pelrjanjian) yang dibuat selcara sah belrlaku selbagai undang-undang 

bagi melrelka yang melmbuatnya pelrseltujuan itu tidak dapat ditarik kelmbali sellain 

delngan kelselpakatan keldua bellah pihak atau karelna alasan-alasan yang ditelntukan 

ollelh undang-undang”.  

Pelrseltujuan harus dilakukan delngan itikad baik-baik. Suatu pelrjanjian tidak 

dapat ditarik kelmbali sellain delngan selpakat keldua bellah pihak, atau karelna alasan-

alasan yang ollelh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Pelrjanjian tidak 

hanya melngikat untuk hal-hal yang delngan telgas dinyatakan didalamnya, namun 

juga untuk selgala selsuatu yang melnurut sifat pelrjanjian, diharuskan ollelh kelpatutan, 

kelbiasaan atau undang-undang.5 

Belrdasarkan Pelraturan Prelsideln No lmolr 9 Tahun 2009 telntang Lelmbaga 

Pelmbiayaan diselbutkan bahwa Lelmbaga Pelmbiayaan melliputi: Pelrusahaan 

Pelmbiayaan (Selwa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kreldit, dan 

Pelmbiayaan Ko lnsumeln), Pelrusahaan Moldal Velntura, dan Pelrusahaan Pelmbiayaan 

Infrastruktur. Belntuk hukum yang dipelrkelnankan bagi Lelmbaga Pelmbiayaan 

adalah Pelrselrolan Telrbatas atau Kolpelrasi. 

 
5Ruth Ambarita, “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dengan PT. Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) Batanghari Kota Jambi,” Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi, 

Jambi, 2020, hlm. 4. 
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Salah satu bagian dari lembaga pembiayaan adalah perusahaan pembiayaan 

konsumen (consumer finance). Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan 

konsumen menurut Pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf 

(p) Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 adalah kegiatan 

pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan 

konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.6 

Dalam transaksi pembiayaan konsumen ini terdapat tiga pihak yang terlibat 

terdiri dari konsumen, perusahaan pembiayaan dan penyedia barang atau supplier. 

Kondisi yang demikian menciptakan hubungan hukum di antara para pihak, yaitu: 

1. Hubungan pihak perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen, 

yaitu terbentuk sebagai hubungan kontraktual (adanya perjanjian pinjam 

pakai habis). 

Pihak pemberi biaya sebagai kreditur berkewajiban untuk memberikan 

sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak 

penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur berkewajiban untuk 

membayar kembali uang tersebut secara angsuran kepada pihak pemberi 

biaya.7 Sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian tersebut maka seluruh 

kontrak ditandatangani, dan dana sudah dicairkan serta barang sudah 

diserahkan oleh supplier kepada konsumen, maka barang yang 

belrsangkutan sudah langsung melnjadi miliknya kolnsumeln, walaupun 

 
6Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta , 2014, hlm. 96. 
7Ahmad Muliadi, Hukum Lembaga Pembiayaan, Akademia Permata, Jakarta, 2013, hlm. 

123. 
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kelmudian biasanya barang telrselbut dijadikan jaminan utang lelwat 

pelrjanjian fidusia.8 

Perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi antara perusahaan 

pembiayaan konsumen dan konsumen digolongkan ke dalam “perjanjian 

pinjam pakai habis” yang diatur dalam Pasal 1754-1773 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata.9 Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata menyatakan bahwa pinjam pakai habis adalah perjanjian, dengan 

mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada 

peminjam dengan syarat bahwa peminjamakan mengembalikan barang 

tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama. 

Karena barang habis pakai yang dipinjam itu sejumlah uang, maka 

menurut ketentuan Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

pihak-pihak (perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen) boleh 

memperjanjikan pengembalian uang pokok ditambah dengan bunga. 

2. Hubungan pihak kolnsumeln delngan supplielr, melrupakan hubungan jual 

belli belrsyarat. 

Perjanjian jual beli bersyarat ini merupakan perjanjian accesoir dari 

perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok. Perjanjian 

jual beli ini digolongkan ke dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam 

Pasal 1457-1518 KUH Perdata, tetapi pelaksanaan pembayaran 

digantungkan pada syarat yang disepakati dalam perjanjian pokok, yaitu 

 
8Ibid  
9 Sunaryo, Op.cit, hlm. 99. 
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perjanjian pembiayaan konsumen. Selbagai pelrjanjian jual belli belrsyarat 

belrdasarkan Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Pelrdata, karelna 

pelrjanjian yang telrjadi antara kolnsumeln selbagai pelmbelli dan prolduseln 

(supplielr) selbagai pelnjual, delngan syarat bahwa yang mellakukan 

pelmbayaran selcara tunai kelpada pelnjual adalah pelrusahaan pelmbiayaan 

kolnsumeln.10 

3. Hubungan pelrusahaan pelmbiayaan delngan supplielr 

Pihak pelnyeldia dana hanya disayaratkan untuk melmbayar telrlelbih dahulu 

atas pelrmintaan yang diajukan o llelh kolnsumeln kelpada supplielr, yang 

sellanjutnya akan melnciptakan hubungan hukum nantinya antara pelnyeldia 

dana delngan pihak kolnsumeln.11 

Bisnis pelmbiayaan kolnsumeln melnarik minat banyak masyarakat, selbab 

biasanya para kolnsumeln akan sulit melndapatkan atau melmpunyai aksels untuk 

melndapatkan kreldit bank. Bisnis pelmbiayaan kolnsumeln ini diharapkan akan telrus 

belrkelmbang. Ada belbelrapa alasan delbitur melmpelrgunakan fasilitas pelmbiayaan 

kolnsumeln, yaitu: 

1. Tidak telrlalu banyak pelrsyaratan dibandingkan delngan sumbelr 

pelmbiayaan lainnya; 

2. Tidak belrolrielntasi pada jaminan (nolncolllatelral basis); 

3. Tidak melngganggu keluangan kolnsumeln karelna melmbutuhkan dana yang 

rellatif kelcil; 

 
10Ahmad Muliadi, Op.Cit, hlm. 124 
11Ibid 



7 
 

4. Prolsels yang celpat; 

5. Pelmbayaran angsuran dapat dibayar mellalui anggaran rutin bulanan 

kolnsumeln dari pelndapatan yang ditelrima; 

6. Angsuran dapat diselsuaikan delngan kelmampuan kolnsumeln; 

7. Pelnyelsuaian telrhadap mata uang belrdasarkan pelndapatan yang ditelrima; 

8. Pelmbayaran angsurannya teltap selhingga melmudahkan pelngaturan 

pelngello llaan keluangan delbitur.12 

Pellaksanaan pelrjanjian pelmbiayaan kolnsumeln telrselbut tidak telrlelpas delngan 

pelmbelbanan jaminan. Jaminan telrselbut telrbagi melnjadi tiga yaitu:  

1. Jaminan Utama melrupakan suatu belntuk kelpelrcayaan dari krelditur 

telrhadap delbitur bahwa pihak delbitur sanggup untuk melmbayar selmua 

kelwajibannya atas pelmbiayaan yang tellah ditelrima;  

2. Jaminan Polkolk melrupakan jaminan atas kelbelndaan dari fasilitas sellaku 

olbjelk yang dibelli kolnsumeln mellalui krelditur;  

3. Jaminan Tambahan melrupakan pelngakuan utang dan celssiel dari 

asuransi.13 

Melngelnai jaminan polkolk dalam pelmbiayaan kolnsumeln adalah jaminan 

fidusia. Tujuan jaminan fidusia ini untuk melngurangi relsikol yang mungkin telrjadi 

selpelrti delbitur mellakukan wanprelstasi. Belrdasarkan Pasal 29 Undang-Undang 

Nolmolr 42 Tahun 1999 telntang Jaminan Fidusia yaitu: “Apabila delbitur mellakukan 

cidelra janji maka pihak krelditur belrhak mellakukan elkselkusi telrhadap belnda yang 

 
12Budi Rachmat, Multi Finance Handbook, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 188 
13Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 168 
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melnjadi olbjelk jaminan delngan cara melnjual olbjelk jaminan fidusia atas 

kelkuasaannya selndiri”. Selrta pada jaminan fidusia delbitur dilarang untuk 

melngalihkan olbjelk kelpada pihak lain yaitu dijellaskan pada Pasal 23 Ayat 2 Undang-

Undang Nolmolr 42 Tahun 1999 telntang Jaminan Fidusia yaitu: “Delbitur dilarang 

melngalihkan, melnggadaikan atau melnyelwakan kelpada pihak lain belnda yang 

melnjadi olbjelk jaminan fidusia yang tidak melrupakan belnda pelrseldiaan, kelcuali 

delngan pelrseltujuan telrtulis telrlelbih dahulu dari krelditur”. Sellain itu, Pasal 30 

Undang-Undang Jaminan Fidusia belrbunyi: “Pelmbelri Fidusia wajib melnyelrahkan 

belnda yang melnjadi olbjelk Jaminan Fidusia dalam rangka pellaksanaan elkselkusi 

Jaminan Fidusia”. Pelnjellasannya belrbunyi “Dalam hal Pelmbelri Fidusia tidak 

melnyelrahkan belnda yang melnjadi olbjelk Jaminan Fidusia pada waktu elkselkusi 

dilaksanakan, Pelnelrima Fidusia belrhak melngambil belnda yang melnjadi olbjelk 

Jaminan Fidusia dan apabila pelrlu dapat melminta bantuan pihak yang 

belrwelnang”.14 Hal ini telrdapat dalam Putusan Mahkamah Kolnstitusi Nol.18/PUU-

XVII/2019 krelditur tidak bollelh lagi selcara selwelnang-welnang melngelkselkusi olbjelk 

jaminan fidusia selpihak delngan kelkuasaan selndiri tanpa adanya kelselpakatan atas 

cidelra janji antara krelditur delngan delbitur. Apabila kelselpakatan itu tidak ada, 

krelditur tidak melmiliki kuasa melngelkselkusi kelcuali upaya hukum belrupa 

pelrmolholnan elkselkusi mellalui pelngadilan.15 Putusan ini melrupakan judicial relvielw 

dari pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nolmolr 42 Tahun 1999 telntang 

Jaminan Fidusia. 

 
14Hukum Online, MK Tegaskan Eksekusi Jaminan Fidusia Bisa Melalui Pengadilan Negeri, 

diakses melalui https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tegaskan-eksekusi-jaminan-fidusia-

bisa-melalui-pengadilan-negeri, diakses pada 5 Maret 2024. 
15Ibid.  

https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tegaskan-eksekusi-jaminan-fidusia-bisa-melalui-pengadilan-negeri
https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tegaskan-eksekusi-jaminan-fidusia-bisa-melalui-pengadilan-negeri
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Salah satu perusahaan pelmbiayaan kolnsumeln yang ada di Indo lnelsia adalah 

PT. Melga Financel yang belrkantolr pusat di Jakarta. PT. Melga Financel melrupakan 

salah satu pelrusahaan di bawah naungan CT. Colrp yang belrgelrak di selktolr jasa 

keluangan khususnya pelmbiayaan.16 Lahir di tahun 1955 delngan nama Para 

Financel, melngawali bisnisnya dalam bidang pelmbiayaan, lelasing dan factolring. 

Seljak tahun 2000, pelngelmbangan bisnis Para Financel difolkuskan pada pelmbiayaan 

kolnsumeln khususnya selpelda moltolr. Pada tahun 2010 nama Para Financel relsmi 

belrganti nama melnjadi Melga Financel.17 Bisnis PT. Melga Financel selmakin 

belrkelmbang delngan adanya prolduk pelmbiayaan selpelrti PKB (untuk pelmbiayaan 

kelndaraan belrmoltolr), PB2 (untuk pelmbiayaan molbil), PUM (untuk pelmbiayaan 

pinjaman moldal), Melgazip (untuk melmelnuhi kelbutuhan barang-barang ellelktrolnik) 

dan Melga Multiguna (untuk melmelnuhi kelbutuhan dana selpelrti kelpelrluan relnolvasi 

rumah, dana kelselhatan, pelrnikahan, selkollah atau dana darurat lainnya).18 Adapun 

syarat belrkas yang harus dipelrsiapkan saat melnggunakan jasa PT. Melga Finance l 

adalah foltolcolpy KTP (suami dan istri jika sudah melnikah), dan folto lcolpy KK.19 

Salah satu cabang PT. Melga Financel telrleltak di Kolta Pelkanbaru, Riau yang 

belralamat di Jalan Arifin Ahmad Nol. 6. 

Pellaksanaan pellayanan pelmbiayaan pada PT. Melga Financel Cabang 

Pelkanbaru, Riau melngacu pada pelrjanjian yang dibuat dalam belntuk pelrjanjian 

standar yang dibelri nama “Pelrjanjian Pelmbiayaan Kolnsumeln”. Delngan 

 
16Mega Finance, Sejarah Perusahaan, diakses melalui 

https://www.megafinance.co.id/tentang-kami/sejarah-perusahaan, diakses pada 7 Januari 2024. 
17Ibid. 
18Wawancara dengan Ilegsias Wendy Aprinaldi, Account Collection Officier PT. Mega 

Finance cabang Pekanbaru, tanggal 5 Januari 2024. 
19Ibid. 

https://www.megafinance.co.id/tentang-kami/sejarah-perusahaan
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telrbelntuknya pelrjanjian pelmbiayaan kolnsumeln telrselbut, maka diharapkan para 

pihak baik krelditur maupun delbitur dapat melnjalankan hak dan kelwajiban di dalam 

pelrjanjian yang tellah diselpakati selhingga hak dan kelwajiban dapat telrlaksana 

delngan baik. Adapun hak dan kelwajiban  yang harus dipelnuhi ollelh para pihak 

selbagai belrikut:20 

1. Hak dan kelwajiban PT. Melga Financel Cabang Pelkanbaru 

a. Hak krelditur dalam pelrjanjian 

1) Melnelrima pelmbayaran angsuran pelrbulan dari delbitur selcara telratur dan 

telpat waktu; 

2) Melnahan BPKB moltolr sampai selluruh angsuran dibayar lunas ollelh 

delbitur; 

3) Krelditur belrhak melnollak pelrmolholnan delbitur apabila tidak melmelnuhi 

pelrsyaratan dan pelraturan yang belrlaku; 

4) Dalam hal delbitur sellaku pelmbelri fidusia tidak melnjalankan 

kelwajibannya/wanprelstasi atas keltelntuan pelrjanjian, maka tanpa 

dipelrlukan lagi surat-surat telguran juru sita atau surat yang selrupa delngan 

itu, maka krelditur sellaku pelnelrima fidusia atas kelkuasaanya selndiri belrhak 

dan belrwelnang untuk belrtindak selbagai belrikut: 

a) Melngambil olbjelk jaminan fidusia dimanapun belrada dan atas 

pelnguasaan siapapun olbyelk telrselbut belrada. 

b) Telrhadap olbjelk jaminan fidusia telrselbut akan dijual/dipindahtangankan 

mellalui tata cara selsuai delngan keltelntuan yaitu mellalui pellellangan di 

 
20Ibid.  
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muka umum atau dijual mellaui pelnjualan di bawah tangan atau delngan 

cara lainnya yang dipelrbollelhkan, selrta melmpelrhatikan harga yang 

dianggap baik ollelh delbitur dan krelditur. 

c) Krelditur belrhak melnghadap, melmbelrikan dan melminta keltelrangan 

selrta melmbuat atau melnyuruh buat, melnandatangani selmua surat, akta 

selrta dolkumeln lain yang dipelrukan, kelmudian melnelrima uang harga 

pelnjualan dan melmbelrikan tanda pelnelrimaan, selrta melnyelrahkan apa 

yang dijuak itu kelpada pelmbellinya, dan juga melmpelrhitungkan atau 

melngkolmpelnsir uang harga pelnjualan yang ditelrimanya itu delngan 

kelwajiban delbitur. 

b. Kelwajiban krelditur dalam pelrjanjian 

1) Melmbelrikan pelrseltujuan pelmbiayaan pelmbellian barang untuk delbitur; 

2) Melbiayai pelmbellian barang; 

3) Melmbelrikan Salinan pelrjanjian pelmbiayaan dan ringkasan infolrmasi 

prolduk dan layanan (RIPLAY) kelpada delbitur mellalui meldia ellelktrolnik 

(SMS/WA); 

4) Melnginfolrmasikan selgala pelrubahan atas manfaat, biaya, risikol, syarat 

dan keltelntuan prolduk dan layanan mellalui surat atau mellalui cara-cara 

lainnya selsuai delngan syarat dan keltelntuan belrlaku. 

2. Hak dan Kelwajiban pihak nasabah (delbitur) 

a. Hak delbitur dalam pelrjanjian 

1) Melnelrima barang delngan baik; 
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2) Melnelrima pelnawaran prolduk lain dari pelrusahaan apabila melnyeltujui 

untuk melndapatkan infolrmasi prolduk lain; 

3) Melmpelrollelh bukti pelmbayaran relsmi dan asli dari pols pelmbayaran; 

4) Melndapatkan infolrmasi selgala pelrubahan atas manfaat, biaya, risikol, 

syarat dan keltelntuan prolduk dan layanan; 

5) Melnelrima BPKB apabila tellah mellunasi pelmbayaran angsuran; 

b. Kelwajiban delbitur dalam pelrjanjian 

1) Melmbelrikan infolrmasi data diri delngan jellas; 

2) Mellakukan pelmbayaran selluruh kelwajibannya sampai delngan lunas; 

3) Melmbelbankan jaminan selcara fidusia kelpada krelditur; 

4) Apabila hasil pelnjualan olbjelk fidusia tidak melncukupi toltal kelwajiban 

delbitur, maka atas sisa kelwajiban telrselbut wajib dilunasi ollelh delbitur; 

5) Mellakukan pelmbayaran kelajiban selcara telpat waktu dan tidak telrlambat 

delngan cara mellakukan pelmbayaran di pols pelmbayaran, yaitu: paymelnt 

polin: Alfamart, Indolmarelt, Kanto lr Pols, Crelfolur, Bank BRI, Bank Melga 

Syariah, pelmbayaran via ATM: ATM BRI, ATM belrjaringan belrsama, dan 

pelmbayaran di kantolr cabang PT. Melga Financel telrdelkat; 

6) Melmbayar delnda selbelsar 0,5% pelr hari keltelrlambatan dari belsarnya 

angsuran dari toltal hari keltelrlambatan; 

7) Melnjaga dan melrawat barang jaminan delngan baik. 

Namun, dalam kelnyataannya masih banyak kolnsumeln (delbitur) yang 

mellakukan wanprelstasi telrhadap pelrjanjian yang tellah diselpakati. Belrdasarkan 

pelnellitian yang dilakukan pelnulis pada pelrusahaan pelmbiayaan kolnsumeln di PT. 
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Melga Financel dari bulan Agustus-Delselmbelr tahun 2023 telrdapat delbitur yang lalai 

dalam melnjalankan kelwajibannya. Belrikut data yang pelnulis pelrollelh dari PT. Melga 

Financel Cabang Pelkanbaru, Riau. 

Tabell 1 

Kolnsumeln (Delbitur) Yang Melngajukan Pelrjanjian Pelmbiayaan Di PT. Melga 

Financel Cabang Kolta Pelkanbaru Dari Bulan Agustus-Delselmbelr Tahun 2023  

Bulan Pelngajuan Pelrjanjian 

Pelmbiayaan 

Kolnsumeln (delbitur) yang 

Wanprestasi 

Agustus  87 8 

Selptelmbelr  89 5 

Olktolbelr  101 21 

Nolvelmbelr  152 21 

Delselmbelr  151 24 

Jumlah  580 79 

Sumbelr: data intelrnal PT. Melga Financel Cabang Pelkanbaru 

Belrdasarkan data tabell diatas telrdapat 580 kolnsumeln (delbitur) yang 

mengajukan perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Mega Finance Cabang Kota 

Pekanbaru. Dari total 580 konsumen (debitur) terdapat 79 konsumen (debitur) yang  

mellakukan wanprelstasi. 

Dari toltal 79 kolnsumeln (delbitur) yang melakukan wanprestasi terhadap PT. 

Mega Finance yang dimulai dari bulan Agustus-Delselmbelr tahun 2023, pelnelliti 
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hanya melngambil sampell selbanyak 10% saja yang telrdiri dari: 7 konsumen 

(delbitur) yang terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran dan 2 konsumen 

(delbitur) yang mellakukan pengalihan objek jaminan (olvelr kreldit) tanpa izin telrtulis 

dari pihak krelditur.  

Sehingga dari pemaparan data diatas pelnulis telrtarik untuk melngadakan 

pelnellitian apa yang melnyelbabkan hak dan kelwajiban tidak dijalankan dan 

pelnyellelsaian pelrmasalahan telrselbut delngan melngambil judul skripsi “Perjanjian 

Pembiayaan Konsumen PT. Mega Finance Cabang Kota Pekanbaru”. 

B. Rumusan Masalah 

Dalam mellakukan pelnellitian dan pelnulisan skripsi ini, pelnulis melrumuskan 

pelrmasalahan yang akan ditelliti, selbagai belrikut: 

1. Bagaimana pellaksanaan hak dan kelwajiban dalam pelrjanjian pelmbiayaan 

kolnsumeln di PT. Melga Financel Cabang Pelkanbaru? 

2. Bagaimana pelnyellelsaian yang dilakukan PT. Melga Financel Cabang Pelkanbaru 

telrhadap kolnsumeln yang tidak mellaksanakan kelwajiban? 

C. Tujuan Penelitian 

Selhubungan delngan rumusan masalah telrselbut diatas, maka tujuan yang 

helndak dicapai dalam pelnellitian skripsi ini adalah: 

1. Untuk melngeltahui dan melnganalisis pellaksanaaan hak dan kelwajiban dalam 

pelrjanjian pelmbiayaan kolnsumeln jual belli moltolr antara kolnsumeln delngan PT. 

Melga Financel Cabang Kolta Pelkanbaru. 

2. Untuk melngeltahui dan melnganalisis pelnyellelsaian PT. Melga Financel Cabang 

Kolta Pelkanbaru telrhadap kolnsumeln yang tidak mellaksanakan kelwajibannya. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dalam pelnellitian ini diharapkan dapat melmbelri manfaat baik bagi pelnulis 

maupun pihak lain selcara telolritis maupun selcara praktis, yaitu: 

1. Selcara Telolritis, hasil pelnellitian ini diharapkan dapat melmbelrikan kolntribusi 

untuk ilmu pelngeltahuan hukum, agar ilmu ini teltap hidup dan belrkelmbang. 

2. Selcara Praktis, pelnellitian ini diharapkan dapat melnjadi bahan infolmasi bagi 

pihak- pihak khususnya bagian Hukum Pelrdata Fakultas Hukum Univelrsitas 

Jambi yang melmbutuhkan relfelrelnsi dan bahan masukan yang akan digunakan 

selbagai bahan pelnellitian lanjutannya yang belrkaitan delngan pelrmasalahan 

hukum delngan pelmbahasan pelrjanjian pelmbiayaan kolnsumeln  dan melnambah 

wawasan masyarakat. 

E. Kerangka Konseptual 

Kelrangka kolnselptual melrupakan keltelrkaitan antara telolri atau kolnselp yang 

dapat melndukung pelnellitian yang digunakan selbagai peldolman dalam pelnyusunan 

pelnellitian baik dalam pelnellitian hukum no lrmatif maupun elmpiris. Yang belrfungsi 

untuk melnghindari pelnafsiran yang belrbelda, maka dari itu belrikut akan diuraikan 

belbelrapa istilah yang akan dipakai, yaitu selbagai belrikut: 

1. Pelmbiayaan Kolnsumeln 

Colnsumelr financing atau selring diselbut delngan pelmbiayaan kolnsumeln adalah 

suatu pinjaman atau kreldit yang dibelrikan ollelh suatu pelrusahaan kelpada delbitur 

untuk pelmbellian barang atau jasa yang akan langsung dikolnsumsi ollelh 

kolnsumeln, dan bukan untuk tujuan prolduksi ataupun distribusi. Pelrusahaan 

pelmbiayaan kolnsumeln dapat didirikan o llelh suatu institusi nolnbank maupun ollelh 
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bank, teltapi pada dasarnya antara bank yang melndirikan delngan pelrusahaan 

pelmbiayaan kolnsumeln yang didirikan melrupakan suatu badan usaha yang 

telrpisah satu delngan yang lainnya. 

2. Pelrjanjian Pelmbiayaan Kolnsumeln 

Di dalam suatu pelrjanjian, para pihak melmpunyai hak dan kelwajiban masing-

masing yang harus dipelnuhi. Pelrjanjian adalah suatu pelrbuatan delngan mana 

satu olrang atau lelbih melngikatkan dirinya telrhadap satu olrang lain atau lelbih, 

hal ini telrcantum dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Pelrdata.21 

Seldangakan yang dimaksud delngan pelrjanjian pelmbiayaan kolnsumeln adalah 

pelrbuatan pelrseltujuan pelmbiayaan yang diadakan antara pelrusahaan 

pelmbiayaan kolnsumeln dan kolnsumeln, selrta jual belli antara pelmasolk dan 

kolnsumeln.22 

3. Kolnsumeln 

Melnurut Undang-Undang Nolmolr 8 Tahun 1999 telntang Pelrlidungan Kolnsumeln 

Pasal 1 ayat (2) yang belrbunyi: “Kolnsumeln adalah seltiap olrang pelmakai barang 

dan/atau jasa yang telrseldia dalam masyarakat, baik bagi kelpelntingan diri selndiri, 

kelluarga, olrang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

dipelrdagangkan”.  

4. Melga Financel 

Melga Financel melrupakan lelmbaga pelmbiayaan. Lelmbaga pelmbiayaan telrselbut 

melrupakan lelmbaga keluangan noln-bank yang kelgiatan usahanya lelbih 

 
21Shidqi Archieyevia Maydella Kurniawan dan Suhermi, “Kredit Macet Dalam Perjanjian 

Kredit Pemilikan Rumah,” Zaaken: Journal of Civil and Business Law, Vol. 3 No. 3, 2022, hlm. 

379. 
22Ahmad Muliadi, Op. Cit, hlm. 122. 
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melnelkankan pada fungsi pelmbiayaan, yaitu pelnyeldiaan dana atau barang moldal 

delngan tidak melnarik dana selcara langsung dari masyarakat. PT. Melga Finance l 

didirikan delngan tujuan untuk melmelnuhi kelpelrluan akan dana selbagai alat untuk 

mellakukan kelgiatan elkolnolmi dan kelbutuhan akan dana selbagai moldal usaha 

bagi masyarakat. 

Dari pelnjellasan kelrangka kolnselp diatas, maka pelnulisulis belrmaksud untuk melnelliti 

telntang Pelrjanjian Pelmbiayaan Konsumen PT. Mega Finance Cabang Kota 

Pekanbaru. 

F. Landasan Teoritis 

Landasan telolri melrupakan suatu kelharusan dalam pelnellitian ini, karelna 

landasan telolri digunakan selbagai landasan belrpikir dalam melngkaji pelrmasalahan 

yang akan ditelliti. Landasan telolri yang digunakan adalah: 

1. Telolri Pelrjanjian 

Pada Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Pelrdata melnyatakan bahwa: 

“Pelrjanjian adalah suatu pelrbuatan delngan mana satu olrang atau lelbih melngikatkan 

dirinya telrhadap satu olrang atau lelbih”. Pelngelrtian yang dibelrikan pada Pasal 1313 

Kitab Undang-undang Hukum Pelrdata telrselbut melnimbulkan banyak pelngelrtian 

dari para sarjana, khususnya sarjana hukum itu selndiri, di antaranya Subelkti 

melnyatakan bahwa: “Pelrjanjian adalah suatu pelristiwa di mana selolrang belrjanji 

kelpada selselolrang lain atau di mana dua olrang itu saling belrjanji untuk 

mellaksanakan selsuatu hal”.23 

 
23R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Internasa, Jakrta, 2005, hlm. 1 
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Telolri dasar yang pelnulis gunakan dalam pelnellitian ini adalah asas Facta 

Sunt Selrvanda, yang belrarti bahwa selmua pelrjanjian yang dibuat selcara sah belrlaku 

selbagai undang-undang bagi melrelka yang melmbuatnya dan keltelntuan telrselbut 

dapat kita lihat di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Pelrdata. 

Suatu pelrjanjian dinyatakan sah jika melmelnuhi elmpat (4) syarat yang diatur 

dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Pelrdata yaitu:  

1. Kelselpakatan melrelka yang melngikatkan dirinya;  

2. Kelcakapan untuk melmbuat suatu pelrikatan;  

3. Suatu polkolk pelrsolalan telrtelntu;  

4. Suatu selbab yang tidak telrlarang.  

Belrdasarkan kelelmpat syarat sah pelrjanjian telrselbut, syarat yang pelrtama dan keldua 

melrupakan syarat subjelktif, karelna melngelnai pihak-pihak yang melngadakan 

pelrjanjian telrselbut, seldangkan syarat yang keltiga dan kelelmpat melrupakan syarat 

olbjelktif karelna melngelnai olbjelk dari pelrbuatan hukum yang dipelrjanjikan. 

 Pelrjanjian dapat melnimbulkan wanprelstasi, tidak telrkelcuali dalam 

pelrjanjian pelmbiayaan kolnsumeln. Wanprelstasi artinya tidak melmelnuhi kelwajiban 

yang tellah diteltapkan dalam pelrikatan, baik pelrikatan yang timbul karelna pelrjanjian 

maupun pelrikatan yang timbul karelna Undang-Undang. Tidak telrpelnuhinya 

kelwajiban itu ada dua kelmungkinan alasannya yaitu:  

a. Karelna kelsalahan delbitur, baik kelselngajaan maupun kellalaian; 

b. Karelna keladaan melmaksa, jadi di luar kelmauan delbitur, delbitur tidak belrsalah.24 

 

 
24Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 20. 
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2. Telolri Pelnyellelsaian Selngkelta 

Selngkelta telrjadi karelna adanya pelrbeldaan kelpelntingan masing-masing 

pihak, yaitu bila ada intelraksi antara dua atau lelbih olrang atau pelrusahaan, dan yang 

satu pelrcaya kelpelntingannya tidak idelntik delngan kelpelntingan yang lain.25 Dalam 

melmilih meltoldel dan stratelgi pelnyellelsaian selngkelta, selselolrang dapat melngandalkan 

folrum pelnyellelsaian selngkelta, baik  folrmal maupun infolrmal. Pelnyellelsaian selngkelta 

selcara folrmal dilaksanakan mellalui prolsels pelngadilan atau litigasi. Selmelntara itu, 

pelnyellelsaian selngkelta selcara infolrmal dijalankan di luar sistelm pelngadilan atau 

mellalui noln-litigasi. 

Pelnyellelsaian selngkelta selcara noln-litigasi atau dikelnal delngan Altelrnatif 

Pelnyellelsaian Selngkelta (APS) melrupakan cara agar melnghindari pelnyellelsaian 

selngkelta mellalui litigasi dan dianjurkan untuk belrkolmprolmi.26 Munculnya 

pelnyellelsaian selngkelta di luar pelngadilan telrjadi karelna adanya kelkelcelwaan 

telrhadap pelngadilan karelna dirasa tidak dapat melwujudkan keladilan dan kelpastian 

hukum kelpada masyarakat telrutama pada kalagan pelbisnis. Pelnyellelsaian selngkelta 

mellalui APS tellah diatur dalam Undang-Undang Nol. 30 Tahun 1999 Telntang 

Arbitrasel da Altelrnatif Pelnyellelsaian Selngkelta. Telrdapat belbelrapa belntuk altelrnatif 

pelnyellelsaian selngkelta yang belrkelmbang hingga saat ini yaitu kolnsultasi, nelgolsiasi, 

meldiasi, kolnsiliasi, dan arbitrasel. 

 

 

 
25Ahmadi miru, Hukum Perdata Materiil Dan Formil, USAID, The Asia Fondation, 

Kemitraan, Jakarta, 2000, hlm. 472. 
26Ibid, hlm 478. 
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G. Orisinalitas Penelitian 

Tabell 2 

Olrisinalitas Pelnellitian 

1. Nama/Tahun/Instansi Ruth Ambarita/2020/Univelrsitas Jambi 

Judul Pellaksanaan Pelrjanjian Kreldit Antara Nasabah 

Delngan PT. Bank Pelrkrelditan Rakyat (BPR) 

Batanghari Kolta Jambi 

Jelnis Pelnellitian Skripsi 

Meltoldel Pelnellitian Yuridis elmpiris 

Pelrbeldaan  Pelnelliti telrdahulu melmilih pelrjanjian kreldit 

pada lelmbaga keluangan bank, yaitu PT. Bank 

Pelrkrelditan Rakyat (BPR) Batanghari Kolta 

Jambi. Seldangkan, pelnelliti saat ini melmilih 

pelrusahaan pelmbiayaan kolnsumeln yaitu PT. 

Melga Financel selbagai lolkasi pelnellitian. 

2.  Nama/Tahun/Instansi Muhammad Rafiq/2023/Univelrsitas Jambi 

Judul  Pellaksanaan Pelrjanjian Kreldit Macelt Delngan 

Jaminan Hak Tanggungan Pada PT. Bank 

Mandiri Unit Usaha Mikrol Muara Bulian 

Jelnis Pelnellitian Skripsi  

Meltoldel Pelnellitian Yuridis elmpiris 

Pelrbeldaan  1. Pada skripsi ini pelnelliti telrdahulu melmilih 

pellaksanaan pelrjanjian kreldit pada lelmbaga 

keluangan bank, yaitu PT. Bank Mandiri 

Unit Usaha Mikrol. Seldangkan, pelnelliti saat 

ini melmilih pelrusahaan pelmbiayaan 

kolnsumeln yaitu PT. Melga Financel selbagai 

lolkasi pelnellitian. 

2. Pada skripsi ini, pelnelliti melnggunakan 

telolri kelpastian hukum dan telolri elfelktivitas 

hukum selbagai landasan telolri pelnellitian. 

Seldangkan, pelnelliti  saat ini melnggunakan 

telolri pelrjanjian kreldit dan telolri wanprelstasi 

selbagai landasan telolri pelnellitian. 
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H. Metode Penelitian 

Meltoldel pelnellitian ini melrupakan suatu uraian telknis yang digunakan dalam 

pelnellitian belrupa prolseldur, telknik, ataupun langkah selcara sistelmatis, telrarah, dan 

telratur dalam suatu pelngamatan dan pelrco lbaan guna melmpelrollelh fakta, data, dan 

pelnafsiran selcara rasiolnal dan telruji.27 

1. Tipel Pelnellitian 

Tipel pelnellitian yang digunakan dalam pelnellitian ini yaitu pelndelkatan 

yuridis elmpiris. Pelnellitian yuridis-elmpiris melrupakan pelnellitian hukum 

 
27Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet.1, Mandar Maju, Bandung, 

2008, hlm. 3-4. 

3. Nama/Tahun/Instansi Apriya Rukmala Sari/2011/Univelrsitas 

Muhammadiyah Surakarta 

Judul  Pelnyellelsaian Wanprelstasi Dalam Pelrjanjian 

Kreldit Kelndaraan Belrmoltolr (Studi Kasus di 

PT. Mandiri Tunas Financel) 

Jelnis Pelnlitian Skripsi 

Meltoldel Pelnellitian Yuridis Elmpiris 

Pelrbeldaan  Pelnelliti telrdahulu lelbih belrfolkus kelpada 

bagaimana belntuk dan isis pelrjanjian kreldit 

kelndaraan belrmoltolr selrta hambatan apa yang 

dihadapi dalam pelnyellelsaian wanprelstasi 

dalam pelrjanjain kreldit kelndaraan belrmoltolr. 

Seldangkan, pelnelliti saat ini lelbih belrfolkus 

pada pellaksanaan hak dan kelwajiban dalam 

pelrjanjian kreldit telrmasuk didalamnya apa 

yang melnyelbabkan nasabah wanprelstasi selrta 

bagaimana pelnyellelsaian yang dilakukan 

krelditur telrhadap nasabah yang melngalami 

kreldit belrmasalah. 



22 
 

melngelnai pelmbelrlakuan atau implelmelntasi keltelntuan hukum nolrmatif selcara 

langsung pada seltiap pelristiwa hukum telrtelntu yang telrjadi dalam 

masyarakat.28 

2. Lolkasi Pelnellitian 

Lolkasi pelnellitian ini PT. Melga Financel Cabang Pelkanbaru yang belrkeldudukan 

di Jalan Arifin Ahmad Nol. 6 (Simpang Lampu Melrah Arifin), Kolta Pelkanbaru. 

3. Pelnelntuan Jelnis dan Sumbelr Data Hukum 

a. Data primelr 

Data primelr dalam pelnellitian ini dipelrollelh langsung dari olbselrvasi 

lapangan selsuai delngan polkolk masalah delngan mellalui wawancara langsung 

delngan pihak-pihak telrkait di PT. Melga Financel Cabang Pelkanbaru, Riau. 

b. Data selkundelr 

Data selkundelr telrdiri dari: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pelrdata (KUHPelr) 

2) Undang-Undang Nolmolr 42 Tahun 1999 telntang Jaminan Fidusia 

3) Pelraturan Prelsideln Relpublik Indolnelsia Nolmolr 9 Tahun 2009 telntang 

Lelmbaga Pelmbiayaan 

4) Putusan Mahkamah Kolnstitusi Nolmolr 18/PUU-XVII/2019 

5) Surat pelrjanjian pelmbiayaan antara kolnsumeln delngan PT. Melga 

Fianancel Cabang Pelkanbaru, Riau. 

 

 
28Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2004, hlm.134 
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4. Polpulasi dan Sampell Pelnellitian 

a. Polpulasi 

Polpulasi adalah selluruh olbyelk, selluruh individu, selluruh geljala atau selluruh 

keljadian telrmasuk waktu, telmpat, geljala-geljala, polla sikap, tingkah laku, dan 

selbagainya yang melmpunyai ciri atau karaktelr yang sama dan melrupakan 

unit satuan yang ditelliti.29 Polpulasi dalam pelnellitian ini adalah selluruh pihak 

yang telrkait dalam pelnellitian ini, yaitu: 

1. PT. Melga Financel Cabang Pelkanbaru, Riau selbagai pelrusahaan 

pelmbiayaan kolnsumeln. 

2. Kolnsumeln (delbitur) yang melngalami kreldit belrmasalah selrta nasabah 

yang mellakukan olvelr kreldit tanpa pelrseltujuan telrtulis dari pihak krelditur. 

b. Sampell  

Telknik pelnelntuan sampell dalam pelnellitian ini adalah purpolsivel sampling, 

yaitu sampell ditelntukan atau dipilih selndiri ollelh pelnelliti, yang mana 

pelmilihan sampell didasarkan pada pelrtimbangan bahwa sampell tellah 

melmelnuhi kritelria dan karaktelristik selrta sifat-sifat telrtelntu yang melrupakan 

ciri utama. Karelna jumlah polpulasi dalam pelnellitian ini cukup belsar yang 

telrdiri dari 79 kolnsumeln (delbitur) yang melakukan wanprestasi, maka 

pelnulis melneltapkan sampell selbelsar 10% yang telrdiri dari 7 konsumen 

(delbitur) yang terlambat dalam melakukan pelmbayaran kelmbali dana 

angsuran, dan 2 delbitur yang mellakukan pengalihan objek jaminan (olvelr 

kreldit) tanpa izin telrtulis dari pihak krelditur. 

 
29Bahder Johan Nasution, Op.Cit, hlm. 145. 
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5. Pelngumpulan Data 

Untuk melmpelrollelh data yang dipelrlukan, pelnulis melnggunakan telknik 

pelngumpulan data selbagai belrikut: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah cara untuk melnghimpun data delngan jalan melngadakan 

wawancara delngan tanya jawab selcara langsung antara pelnulis delngan para 

relspolndeln yang telrkait dalam dalam pelrjanjian pelmbiayaan kolnsumeln di PT. 

Melga Financel Cabang Pelkanbaru, Riau. 

b. Studi Dolkumeln 

Studi dolkumeln melrupakan meltoldel pelngumpulan data selkundelr yang 

mellibatkan pelncarian, invelntarisasi, dan analisis bahan kelpustakaan. Prolsels 

ini telrmasuk melmpellajari pelraturan pelrundang-undangan selrta data selkundelr 

lainnya yang rellelvan delngan isu yang seldang ditelliti. 

6. Pelngollahan dan Analisis Data 

Pelngellollahan data dilakukan delngan cara wawancara, belrdasarkan pelrtanyaan-

pelrtanyaan tellah disampaikan ollelh pelnulis telrlelbih dahulu untuk ditanyakan 

guna melndapatkan keltelrangan-keltelrangan, yang dikelnal delngan wawancara 

telrstruktur.  

Seltellah data belrhasil dikumpulkan dan diollah delngan baik, kelmudian data 

telrselbut dianalisis selcara kualitatif artinya data yang ada dikellolmpolkkan 

melnurut pelrmasalahan yang ditelliti, kelmudian diambil kelsimpulan yang rellelvan 

dalam pelnellitian. 
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I. Sistematika Penulisan 

Tujuan dari adanya sistelmatika ini adalah untuk melmbelrikan gambaran 

selcara garis belsar skripsi guna melmudahkan dalam melmpellajari isinya. Dalam 

pelnulisan skripsi ini telrdiri dari 4 BAB, delngan sistelmatika selbagai belrikut: 

BAB I melrupakan bab Pelndahuluan, pada bab ini pelnulis akan melnguraikan 

telntang latar bellakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat pelnellitian, 

kelrangka kolnselptual, olrisinalitas pelnellitian, meltoldel pelnellitian, dan diakhiri delngan 

sistelmatika pelnulisan. 

BAB II melrupakan bab Tinjauan Umum, pada bab ini pelnulis melnguraikan 

melngelnai tinjauan umum telntang kreldit, pelrjanjian kreldit, unsur kreldit, fungsi 

kreldit, jelnis kreldit, prinsip-prinsip pelmbelrian kreldit, hak dan kelwajiban para pihak 

pelmbuat pelrjanjian. 

BAB III melrupakan bab Pelmbahasan, pada bab ini pelnulis akan melnguraikan 

melngelnai pellaksanaan hak dan kelwajiban pelrjanjian pelmbiayaan kolnsumeln antara 

nasabah delngan PT. Melga Financel selrta factolr apa saja yang melnyelbabkan nasabah 

wanprelstasi dan upaya pelnyellelsaian kreldit belrmasalah dalam PT. Melga Finance l 

Cabang Pelkanbaru. 

BAB IV melrupakan bab Pelnutup, pada bab ini pelnulis akan melnguraikan 

melngelnai kelsimpulan-kelsimpulan yang didasarkan pada kelselluruhan hasil 

pelnellitian dan pelnellitian yang tellah dituangkan dalam pelmbahasan skripsi ini, 

diakhiri delngan saran-saran. 

 

 


